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. bahwa keberadaan Menara Telekomunikasl yang meliputi

KABUPATEN KATINGAN

BUPAT!I KATINGAN

Pemancar Telepér Seluler, Pemancar Radio, Pemancar
Televist dan lain sebagainya, adalah merupakan bagian dari
kelengkanan Jaringan Telekomunikasi yang sangat diperlukan
dalam penyelenggaraan Telekoinunikasi guna meningkatkan
Pelayanan dan Jangkauan Area ( Coverage ) Telekomunikasi;

>. bahwa dengan semakin pesatnya Pembangunan Menara

Telekomunikasi Telepon Seluier, guna periuasan cakupan
jangkauan signalnya dan untuk mensinergikan keseterdiaan
Estetika  Ruang Wilayah dengan kebutuhan Menara
Telekomunikasi, maka perlu adanya pengaturan tentang
pembatasan jumlah pembangunan Menara Telekomunikasi
Bersama di Kabupaten Katingan. sehingaa diharapkan dapat
tercapal efektiftas dan efisiensi dalam pengqunaan dan
pemanfaatan ruang:

hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b distas, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Katingan. '
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Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan
Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3501 );

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi { Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3881 );

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Bangunan -
Gedung ( Lembaran Megara Repblik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 4247 );

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,-
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten

Gunung Mas, Kabupaten Putang Pisau, Kabupaten Murung
Raya, dan Kabupaten Barito. Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18
Tambahan Lembaran Megara Nomor 4130 ); -

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan { Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomeor &2, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4359 ):

Undang-Undang.. Nomor 32  Tahun 2004 tantang
Pemenntahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ),
sehbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005, tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Pengganti Udndang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomeor 108, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 45648 ;-

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah { Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438 ),

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3980 )
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Peraturan Pemerintah Nomor &1 Tahun 2000 teniang
Penggunaan Spekitrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
{ Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 103, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3921 ),

Peraturan Pemerintah Nomor €5 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomer 113, Tambahan Lembaran Negara Momor 4132 );

Peraturan Pemerintah Nomor €& Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik MNegara/Daerah ( Lembaran
Nagara Republik - Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609 ) '

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007-Nomor 82,
Tambahan Lembarain Negara Nomor 4737 );

Peraturan Daerah Kabhupaten Katingan Momor 8 Tahun 2003
tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah
Kabupaten { Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun
2002 Nomor 3 );

Peraturan Daerah Kabunaten Katingan Momor 24 Tahun
2004 tentang liin Mendirikan Bangunan { Lembaran Daerah
Kahupaten Katingah Tahun 2004 Nomor 24 );

MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI KAT%NC—‘:AN TENTANG PEDOMAN

PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA
TELEKOMUNIKAS] DI KABUPATEN KATINGAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Daeran Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat
Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yana berwenang mengatur dan
mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia { NKRI ).
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Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Katingan. .

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, danfatau penerimaan
dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar,suara
dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radio, atau sistem elektromagnetik
fainnya.

Telekomunikasi khusus adalah Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk
meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, amatir radi.
Komunikasi yang mendapat ijin untuk melakukan kegiatan usahanya.
Operator adalah penyelenggara jasa danfatau Jaringan Telekomunikasi yang
mendapat ijin untuk melakukan kegiatan usahanya..

Penyedia Menara adalah perusahaan berbadan hukum Indonesia yang -
membangun dan mengelola menara untuk digunakan secara bersama bagi
keperluan Telekomunikasi. ‘

Jaringan Telekomunikasi adalah sarana dan prasarana sebagai suatu sistem
yang menjamin dapat dilaksanakannya Telekomunikasi. salah satunya adalah
Menara Telekomunikasi.

Garis Sempadan Jalan -adaiah garis batas luar pengamanan untuk dapat
mendirikan bangunan dan/atau pagar dikanan Kiri jalan/sungai atau jaringan
inQasi.

Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang
Jaringan Telekomunikasi yang desainfbentuk Kkontruksinya disesuaikan
dengan kKeperiuan Jaringan Telekomunikasi.

Menara Telekomunikasi Khusus adalah Menara yang berfungsi sebaqai
penunjang Jaringan Telekomunikasi Khusus. ‘

Menara Telekomunikasi Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang dapat
digunakan oleh lebih dari satu Operator.

Menara Telekomunikasi Rangka adalah Menara Telekomunikasi yang
bangunannya merupakan rangka baja yang- diikat oleh berbagai simpul untuk
menyatukannya.

Menara Telekomunikasi Tunggal adalah Menara Telekomunikasi yang
bangunannya berbentuk tunggal, tanpa adanya simpuksimput rangka. yang
mengikat satu sama lain.

Kamuflase adalah penyesuaian desain bentuk Menara Telekomunikasi yang
diselaraskan dengan lingkungan dimana Menara tersebut berada.

Transmisi Utama ( Backbone ) adalah Jaringan Telekomunikasi utama yang
berfungsi sehagai Jaringan Penghubung Utama.

lin Penempatan Menara Telekomunikasi adalah perijinan yang dikeluarkan
sebagai dasar untuk Pendirian dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi.
ljin Mendirikan Bangunan adalah ljin yang diberikan kepada seseorang atau
Badan Usaha yang akan melakukan kegiatan mendirikan bangunan.




19. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu
dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas

danfatau didalam air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia
melakukan kegiatan. '
20. Bangunan Pelengkap adalah bangunan-bangunan vyang merupakan

perwujudan fisik yang tidak dihuni manusia, yang berfungsi sebagai sarana
penunjang jaringan utilitas antara lain ducting, handhole, gardu listrik, rumah

kabel, tiang/menara telekomunikasi dan listrik, panel listrik dan telekomunikasi
serta lainnya yang berada diatas tanah, dibawah tanah dan didalam laut. :

21. Titik Lokasi Menara ( Cell Planing ) adalah Titik-Titik Lokasi Menara yang
tefah ditentukan untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama.

22. Obyek Wisata adalah Kawasan dengan fungsi utama untuk kegiatan rekreasi
yang dikelola oleh Pemerintah, Swasta atau Kelompok Masyarakat.

23. Barang Daerah adalah semua kekayaan atau aset Pemerintah Daerah baik
yang dimiliki maupun dikuasai, yang berwujud, yang bergerak maupun tidak
bergerak beserta hagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu
yang dapat dinilai, diukur atau ditimbang berupa Tanah dan Bangunan
Menara Telekomunikasi.

Z4. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Daerah
secara sukarela, ikhlas dan tidak mendgikat, yana perolehannya Pihak Ketiga
tidak bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku, baik yang
berupa uang atau ysng disamakan dengan uang maupun barang-barang,
baik vang hergerak maupun yang tidak bergerak.

‘BAB 1l
PERSEBARAN DAN BENTUK MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 2

Persebaran Menara Telekomunikasi diatur dalam Cel! Planing dan harus
memperhatikan potens: ruang wilayah yang tersedia, kepadatan pemakaian Jasa
Telekomunikasi dan disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah,
keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan Telekomunikasi
pada umumnya. ot

Pasal 3

Menara Telekomunikasi dikizsifikasikon dalam 2 { Dua ) Bentuk, terdiri dari Menara
Telekomunikasi Tunggal dan  Menata Telekomunikasi Rangka yang desain
{ bentuk } konstruksinya disesuaikan dengan peletakannya.

Pasal 4

{1). Pembangunan manara telekomunikasi akan dituangkan dalam bentuk
ceil planing.

!



(2). Pembangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana ditentukan dalam
Cell Planing harus mendapatkan Rekomendasi dari BAPPEDA  Dinas
Perhubungan dan Telekomunikasi dan Dinas Perijinan dan - Penanaman
Modal Daerah Kabupaten Katingan.

Pasal 5

Untuk Kepentingan Pembangunan Menara Telekomunikasi Khusus yang
memeriukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika,
televisi siaran, radio siaran, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan
kecefakaan, amatir radio komunikasi antar penduduk dan swasta serta keperiuan
Transmisi Jaringan Telekomunikasi Utama ( Beckbone ) dikecualikan dan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB Il
MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Pasal 6

(1). Dalam upaya meminimalkan jumlah Menara Telekomunikasi, Pembangunan
Telekomunikasi Baru diharuskan untuk disiapkan dengan konstruksi Menara
Telekomunikasi yang memenuhi syarat dan harus merupakan Menara
Telekomunikasi Bersama yang digunakan oleh lebih dari 2 ( Dua y Operator.

(2). Penyedia Menara diwajihkan menyampaikan Rencana Penempatan Menara
kepada Pemerintah Daerah untuk disesuaikan dengan poia persebaran titik
Menara Telekomunikasi Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam
Cell Planing yang dilampirkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan ini.

Dalam hal Rencana Penempatan Menara yang disampaikan oleh Penyedia
Menara tidak sesuai dengan Cell Planing, maka Pemerintah Daerah akan
mengarahkan agar Pembangunan Menara disesuaikan dengan Cell Planing
yanq tefah ada. '

[

Pasal 7

Menara Telekomunikasi yang telah ada ( Existing ) apabila secara teknis
memungkinkan, dan telah sesuai dengan Pola Persebaran ( Cell Planing ), harus
digunakan secara hersama-sama oleh lebih dari 2 ( Dua ) Operator.

Pasal 8

(1). Menara Telekomunikasi Khusus yang saat ini digunakan untuk keperluan
Televisi Siaran, keberadaannya bersifat Sementara.
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{2). Apabila telah tersedia Menaré Baru vyang dapat digunakan secara
bersama-sama untuk menampung Perangkat Pemancar { Transceiver ),

maka Operator Televisi Siaran diwajibkan merelokasi Perangkat
Pemancamya { Transceiver ) ke sarana tersebut.

{1). Pembangunan Menara Telekomunikasi merupakan altexnatﬁ_tem@ir untuk
Penempatan Antena, apahila tidak terdapat sarana yang lain dapat
ditempatkan Antena Telekomunikasi.

(2). Jika kebutuhan Menara Telekomunikasi berdasarkan kajian bersama antara
Pemerintah Daerah dan Penyedia Menara, temyata merupakan suatu
keharusan, maka untuk menjaqa estetika kota dan mengurangi beban pada
Menara, Penempatan Perangkat Radio Link agar disubtitusifdiganti dengan
menggunakan Jaringan Kabel Telekomunikasi yang tersedia dan harus
dijadikan Menara Bersama yang digunakan oleh lebih dari 2 (Dua y Operator.

BAB IV
PERIJINAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 10

Proses Perijinan Pembangaunan Menara Telekomunikasi vang dilakukan cleh pihak
Swasta harus melalui Instansi Pemerintah/Dinas-dinas terkait di Kabupaten
Katingan. -

Pasal 11

Proses Perijinan disediakan dengan proses Perijinan di KabupatenfKota terkait
dengan sebagai berikut :

(1} Setiap Pembangunan IMenara Telekomunikasi Wajib Memitiki :
a. ljin Penempatan Menara Telekomunikasi yang dikeluarkan oleh Dinas
Perijinan dan Penanaman Modal Daerah:
b. ljin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan l;mum.

{2) Permohonan awal Rencana Pembangunan Menara Telekomunikasi harus
diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah { BAPPEDA ) untuk memperoleh kepastian tentang boleh atau
tidaknya Penempatan Titik Lokasi Rencana Pembangunan Menara
Telekomunikasi sesuai dengan peruntukan ruang kota.
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(3) Untuk memperoleh lin Penempatan Menara Telekomunikasi sebagaimana
dimaksud pada Ayat ( 1 ) huruf a, terebih dahulu harus mengajukan
permohonan tertulis kepada Bupati Katingan melajui Kepala Dinas Perijinan
dan Penanaman Modal Kabupaten Katingan dengan melampirkan
persyaratan sebagai berikut - ;

a. Gambar Rencana Arsitektur dan Konstruksi sebagai perhitungan dan hasil
penyelidikan tanah yang dipertanggungjawabkan oleh Perencana
Pemegang Surat jin Bekerja Perencana ( SIBP ) sesuai dengan
Bidangnya; "

b. Bukti Kepemilikan Tanah danfatau Perjanjian Sewa Menyewa:

C. Rencana Tata Letak Bangunan ( RTLB ) dari Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah ( BAPPEDA ) Kabupaten Katingan;

d. Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan dan - Telekomunikasi
Kabupaten Katingan: )

e. Upaya Pengolahan Lingkungan ( UPL )} dan Upaya Pemantauan
Lingkungan ( UPL ) dari instansi berwenang;

f. Analisis Dampak Linakungan ( AMDAL ) untuk Menara Telekomunikasi
Pemancar Radio dan Televisi Lokal yang berada diatas fahan lebih besar

~atau sama dengan 1 { Satu ) Hektar: '

4. Kajian Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan, ljin
Mendirikan Bangunan (¢ IMB ), apabila Menara Telekomunikasi yang
dimohon didirikan diatas Bangunan Gedunq:

I Persetujuan Warga disekitar Lokasi Menara Telekomunikasi dan diketahui
oleh Kepala Desa/lLurah setempat:

. Membayar Retribusi ljin Mendirikan Bangunan sesuaj dengan ketentuan
Peraturan Perundang — Undangan yang berlaky.

(4) Surat ljin Penempatan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada
Ayal { 1) huruf a berlaku selama 10 ( Sepuluh Y Tahun untuk Menara
Telekomunikasi Bersama.

(&) Masa berlaku Surat jin Penempatan Menara Telekomunikasi sebagaimana
dimaksud Aya: ( 4 ) terhitung sejak tanggal diterbitkan dan setelah habis
masa berlaku, liin dapat diperpanjang.

Pasal 12

Setiap Menara Telekomunikasi yang dibangun di Daerah wajib di Asuransikan
oleh Pemiliknya.
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BAB V
KONTRIBUS!I KE DAERAH
Pasal 13

Dalam melakukan Pengelolaan Menara, Penyedia Menara dapat memberikan
hibah dalam bentuk Uang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah yang
besamya akan diatur sesuai kesepakatan bersama. .

BAB Vi
PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 14

(1) Penyedia Menara dapat Membangun Menara Telekkomunikasi bersama
dengan memanfaatkan Barang Daerah: : '

(2) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat { 1 ) sesuai
dengan Ketentuan Peraturan Perundang — Undangan yang berlaku.

BAB Vi
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Menara Telekomunikasi yang telah dibangun dan ljinnya masih berlaku, tetap
diperkenankan berdiri sampai habis masa beriaku ijinnya, namun apabila Menara
Telekomunikasi bersama, maka hanya diperbolehkan untuk beroperasi paling lama
Z ( Dua ) Tahun sejak Peraturan ini beraku.

BAB Viii
SANKSI

Pasal 16

Menara Telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan
dalam Peraturan ini dikenakan Sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang — Undangan yang beraku.

BAB IX
PENCABUTAN LJIN

Pasal 17

(1} ljin Membangun Menara Telekomunikasi dapat dicabut apabila -
a. Masa berlaku ljin telah habis dan tidak diperpanjangan lagi: '
b. Melanggar ketentuan vyang berlaku atau melakukan tindakan yang
merugikan masyarakat:
€. Sudah tidak diperqunakan lagi;
d. Pemegang ljin mengembalikan ljin yang telah diperolehnya.
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(2) Pencabutan sehagaimana dimaksud dalam Ayat ( 1) huruf b dapat dilakukan
setelah  mendapatkan peringatan terfulis sebanyak 2 ( Tiga )} Kali
berturut — turut.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulat bertaku pada tanagal pengundangannya.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penaundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkén di Kasongan
pada tanggal 29 Mei ‘2008.

BUBATI KATINGAN,
- DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal " At Mej 2002

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KARUPATEN KATINGARN,

¢ il

—— T

NAGAENTAR . SALOH, BE, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 5320 002 151

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2008 NOMOR ..
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